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BUPATI ACEH UTARA,

bahwa memenuhi ketentuan Poin 13 Romawi V. Hal-Hal Khusus
Lainnya Peraturan ft/enteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017, pasal 27 ayal 4 Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas peraturan

Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Petunjuk teknis
Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan
Dana Otonomi Khusus, Berita Acara Hasil Kesepakatan pembahasan

Usulan Perubahan Program/kegiatan TDBH IVigas dan Dana Otsus
Tahun 2017 serta Silpa Dana Otsus Tahun 2016 tanggal 21 Agustus
2017',

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daram huruf
a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang perubahan

Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2017

lentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1g56 tentanq pembentukan
Daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingk-unqan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Neqara Republik"lndo"nesia fahun
1956 Nomor 58, Tambahdn Lemoiian trt"egara N6nioi 1'Cj9r);-" 

"

Undang-Undang Nomor 12 Tahun lgBS tentanq paiak Bumi dan
Ban[unan (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahuh 1gB5 Nomor
bu, lambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebaqaimana telah
diubah densan Undang-Undaig Nomor 12 Tihui i0U+ itemoirinNegara Re"pubtik..tnddnesia lahu-n lg9[ i'romii,. 

'OZ, 
t]rnur.,rn

Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 199g tentanq penvelenooaraan
Negara yang..Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi oah trte"o"otisme

!L^eIp-T?n, Negara Republik lndonesia 'Tahun lggg ttomor 75,
ramDanan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undanq-Undano Nomor 44 Tahun 1gg9 .tentang penyelenggaraan
Keistim-ewaan Propinsi Daerah tstimewiAcehi"'""' 

I vr,vrvrrv\

Undang-Undanq Nomor 17 Tahun 2003 tentanq Keuanqan Neoara
(t-e-110_q1gn, Ne"gara Repubtik indo*tsie i;hu;" 2'005 

'nT;r;;'i?,
tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286),
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6, Undano-Undano Nomor 1 Tahun 2004 tentano Perbendaharaan
Neqara" (Lembaian Neqara Republik Indonesia Tah"un 2004 Nomor 5,
taftbairin Lembaran Nlegara Republik Indonesia Nomor 4355),

7. Undanq-Undanq Nomor 15 Tahun 2004 tentano Pemeriksaan
Penqefolaan da-n Tanoounoiawab Keuanoan Neoara tLEmbaran Neoara
Rep[blik lndonesia I-ahuii 2004 Nombr 66,-Tanibahan LembSran
Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanq Perimbanqan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeiah
llembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentanq Pemerintahan Aceh
llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undanq Nomor 28 Tahun 2009 tentanq Paiak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndone'sia Tahun 2009
Nomor _J3-0, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentanq Pembentukan
Peraturan Perundanq-Undanqan (Lembaran Neqara Rdpublik lndonesia
Tahun 201 1 Nomor 82 Jambahan Lemb-aran Nbgara Republik
Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 f ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679),

15. Peraturan Pemerintah Nomor '109 Tahun 2000 tentanq Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lem6aran Neoara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lemb5ran
Negara Republik lndonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentanq penqelolaan
Keuangan Badan 

^Layanan Umum (Lembaian tteda,a- Repl,lii
lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran N'eoara
Republik lndonesja Nomor 45!2), sebag-aim:na tel;h diub;h de-ni;;
Peraturan Pemerintah Nomor 74'iahun 2013 tentinq 6iu&han Ai;a
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tenlanq Flnoelolaan
Keuangan Badan -Layanan Umum (Lembaran- Neq%"- fl.p-1,;i]i
lndonesia Tahun 2013 Nomor 171, tambahan Lem"Uaran trtbgiii
Republik lndonesia Nomor 5340,

1 7. Peraturan Pemerintah
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17. Peraturan Pemerintah
Perimbangan (Lembaran
Nomor 137, Tambahan
Nomor 4575);

Nomor 55 Tahun 2005 tentano Dana
Negara Republik lndonesia TahIn 2005
Lembaran Negara Republik lndonesia

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentano Sistem lnformasr
Keuanqan Daerah, sebaoaimana telah diubah denoan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahln 2010 tentanq Perubahan 

-atas 
Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentanq Sistem lnformasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndon-esia Tahun 2010 Nomor 1"10,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5155):

19, Peraturan Pemerrntah Nomor 58 Tahun 2005 tentano Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndoneJia Tahin 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentan
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minima
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

0
I

Pedoman
(Lembaran
Tambahan

21. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentano Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Neq"ara Rebublik
Indone-sia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembiran Nbgara
Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraluran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentanq Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintal, Lailoran
Keterangan Pertanggunglawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakrlan Rakvat Daerah dan lnformasi Penvelenooaraan
Pemerintahan Dadrah kepada l\,4asyarakat (Lembaran Neciara H6publik
Indonesia Tahun 2007'Nom-or ig, Tambahan Lembiran Nbgara
Republik Indonesia Nomor 4693);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Penruakilan Rakyat Daerah ientang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lenibaran Neoara Re"oublik
Indonesia Tahun 20'10 Nonior 22, Tarirbahan Lemb"aran Nbgara
Republik lndonesia Nomor 5104);

24. Peraluran Pemerintah Nomor 7'1 Tahun 2010 tentano Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Neoara Republik lndon6sia Tahun
2010 No1q1 '123, Tambbhan Lembara'n Negdra Republik lndonesia
Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinlaman
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 201'l Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5219);

26, Peraturan Pemerintah Nomor 2 T ahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272);

27. Peraluran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20'14 Nomor 123 dan
Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

28, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentano Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang" Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lemb'arai
Negaran Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor BB dan iambahan
Lembaraan Negara Republik lndonesia Nomor 5694);

29. Peraturan Presiden ,...
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29, Peraturan Pemerintah Nomor 1B Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Peruakilan Rakyat
Daerah;

30, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagamana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang
perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

31. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 'l Nomor 310);

33, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201'1 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan N4enteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik lndonesiafahun 2012 Nomor 540);

34. Peraturan lVenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20'15 Nomor 2036);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Eerila Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 874);

36, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil l\4inyak dan Gas Bumi
dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentano Petunjuk
Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak danbas BLjmi

dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 71);

38. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);

39. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 3 "(Nomor
Register Qanun Kabupaten Aceh Utara, Propvinsi Aceh (3/3/2017)");

40. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33);

41. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2013 Nomor 31),

42. Peraturan Bupati ..,..
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42. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2017 Tentang
Penjabaran Angaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2017 ( Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017
Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 53 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun
2017 Tentang Penjabaran Angaran Pendapatan Dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2017 Nomor 53):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 20'17 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran

2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 37) diubah sebagai

berikut:

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi

Pasal t

1. Pendapatan Daerah
- Semula
- Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan

2. Belanja Daerah
- Semula
- Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Daerah

b. Belanja Langsung
- Semula

2.701 ,388.665,09s,83

0,00
Rp. 2.701.388.665.095,83

Rp. 2.714.589.771.908,83

Rp, 10,523.478.393,00

Rp 2.725.113250301,83

Rp

RP

Rp
Rp

978.106.585.1 06,83
1 2.603.1 58.393,00- Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)

Rp. 990.709.743.499,83
Rp. 2.725.113 250.301,83
Rp. (10 523.478.393 00)

Rp. (10 523.478.393 00)Sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Pasal ll.
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Pasal ll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan
penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tangg al 20 Oktober 2017 M

30 lVuharram 1439 H

-(ruror A.EH uTARAc$a

,^aLJ-LE-
'

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Oktober 2017 M

30 Muharram 1439 H

DAERAu(
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Paraf Koordinasi

Ka. BPKD

"{
Kabid. Anggaran il
Kabag. Hukum ttr


